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Produk legisiasi terkait dengan pemberantasan
Korups! dan: pelayanan publik

JUN@. 13f Falun: 2006 tentang
perlindungan saksi dan kersan

JUNE: 14" talhun 2008 tentang
Keterukaan Infermasipublik

JUING. S7: tahun 2008 tentang
Omiudsman

UUFNG. 25 taltnr 2009 tentangl Pelayanan
PUblik




Aturan pendukung UU KIP

PRP-NG. 61 Tlahtnr 2010 tentang pelaksamnaan UUNe: 14
tahtn 2008

Perkip No. 1 Tanun 2010 tentang standard layanan
Infermasi’ puklik

Perkip No. 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian
sengketa Infermasl

Permmendagr No. 35 Tahun 2010 tentang pedeman
pPENRgElolaaniinfermasi dan dekumentasiFadifingkungan
kemenadagr dan daeran

Perma No. 2 Tianun 2011 tentang tata cara penyelesaian
sengketa infermasi publik di' pengadilan



Komisi Informasi Provinsi

KIFProvinsi Jawa engan
K1 Previnsi Jawa: Timur;
KIf Provinsi Kepri

Kl Provinsii Gerentale
KIFRrovinsi Lampung

Kl Provinsii Banten

Kl Provinsii Sulawesi Selatan
KI' Provinsii Jawa Barat
Kl Provinsit Sumsel
KIFProvinsii Kalteng

K1 Proevinsi DIY

Kl Provinsi NTB



Fakta

Jumlah permohonan sengketa informasi yang
diterima Kepaniteraan Komisi Informasi sejak
bulan Juli 2010 hingga Maret 2011 adalah 224
perkara. Dari sejumlah itu tidak semuanya
ditangani oleh Komisi Informasi Pusat.

Dari sisi kualifikasi pemohon, mayoritas
permohonan persengketaan informasi yang
ditangani oleh Komisi Informasi Pusat pada
umumnya diajukan oleh warga perseorangan
(56%), disusul badan hukum (42%) dan
kelompok orang (2%o).



Fakta

Jenis informasi yang paling banyak diminta
adalah yang berkaitan dengan informasi
anggaran dan keuangan badan publik dan daftar
Informasi publik.

Sejak berlakunya UU KIP hingga bulan April
2011, jumlah persengketaan yang berhasil
dimediasi adalah sebanyak 21 perkara atau
9,37%. Sedangkan yang sudah diputus melalui
ajudikasi adalah 7 perkara. Selebihnya masih
dalam proses mediasi dan administrasi.




Fakta

Mayoritas badan publik belum melakukan
langkah-langkah yang diamanatkan oleh
UU KIP, yaitu: membuat peraturan
internal pelaksanaan UU KIP; menunjuk
PPID; dan menetapkan daftar informasi
yang terbuka dan atau yang dikecualikan.



Kecenaderungan

Kelelhasan: Infermasi saat ini dalam: transisi:
anarkis = trial By media = pengadilan/ tripunal

Pelemanan proses kelnenasan lnfermasi:

s Permintaan infermasi dengan firekuensi yang banyak,
Mengaran ke penyalangunaan wewenang

a masuknya aktivis pejuang kelhebasan infermasii ke
Padan puklikyang kerup

U KIP dan Gerakan keterbukaan Infermasi

CEnderiing kepada penceganan kKerupsl,

daripada Untuk mendukung pengungkapan

kasus kerupsi



Membangun Gerakan Sesial
Kebebasan Infermasi

Sosialisasi kepada publik (membangun awareness)
Pemanaman padal tataran praktis
Pemberdayaan Hak Publik’/Atas Infiormasi

Mengintegrasikanhak atasinfomnmasiidalam
kehidupanisenar-narimasyarakat

Viendorong masyaraikat Untuk melakukan audit
sosiallteriiadap; pelayanan publikyang diberikanielen
service providerkhususnyabadan publik pemerintah



Pengalaman ICW dalam permintaan; informasi

No Deskripsi Jumlah
1 Jumlah permohonan 130
2 Jenis informasi:
Pendidikan 28
Kesehatan 2
Aparat Penegak Hukum 3
Partai Politik 9
Lain-lain 88
3 Perkembangan
Informasi diberikan 11

Informasi ditolak
Mediasi 9
Ajudikasi 6

Tidak ditindaklanjuti 104



Audit Sesial yang dilakukan
mitra ICVV

Sele Jatenag: Programi PKVIS
Gunungkidul DIYE Pendidikan

Makassar Sulsel: Penaidikan

Serdang Bedagail Sumut: PNPM
KepumenrJateng: Pendidikan

Jembrana Bali: Pertanian

Blitar Jatimg: Prona dan redistribusi tanah



Eksperimen Tiransparansi linfermasi
Institusi Pendidikan di Kota

Makassar

Ui celha gerakanr keterbukaan infermasi di Keta
Makassar yangr dilakukan: elel kemuniias
masyalrakat ternacap program Sekolan
Bersunsidi Penui

Masyarakelt mencokha mengakses informasii soal
kenijakan, sasaran, dan anggaran Untuk
pregrami SEPL.

Masyarakat melaporkan temuan dar pProses
PEMMmIntaan: Infermasi dan audit sesiall ke: pihak
dinas pendidikan dan pemerntan kota Viakassar.



Temuan dan rekomendasi

IHasil audit sesial, menemukan masiin ada
keterutupan infermasi. ldak ada sesialiasi dan
diseminasiiinfermasi pregram: SBP nl.

Karena ketertutupan Infermasi, ada; petens|
PERYIMPaNGan SEPEerti proglam salah sasaran,
masyarakat miskin sulit mengakses; proegram Inf,
Serta masil teradir puRgutan: liar

Diharapkan dinas pendidikan atau pemenntan
kota akan mempernaiki manajemen; SBP






Hasil evaluasi terlhadap
pelaksanaan audit sesial di 7

daeran adalan:

Soesialisas| keterpbukaan infermasi pulalik
pelum terjadi secara masi

Implementasi UUNB: 14 tainun: 2008
masii sangat jaun daii harapan

Masyarakat danrlenbaga pendamping
pelum memanami’ Betul apa il audii

soslal



[Harapan

Gerakan kebepasan intermasi narus
diperkuat

Penguatan; gerakan kebehasan Infelinmasi
dengan mengelektitkan: perangket yang ada
KIS KID; PRIDrdan penyempuriaan atlran

Penyenariuasan semangat gerakan
Kepepasan Infermasi, masyarakeat semakin
MEngertl haknya akan infermasi
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